PUTUSAN
Nomor 82/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama

M. Komarudin

Pekerjaan Buruh (Ketua Umum Federasi lkatan Serikat Buruh
Indonesia)
Alamat Koleang RT 06, RW 01, Desa Koleang, Kecamatan
Jasinga, Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Nama Susi Sartika
Pekerjaan : Buruh (Sekretaris Jenderal Federasi l|katan Serikat
Buruh Indonesia)
Alamat Jalan Raya Jonggol RT 003 RW 03 Kelurahan
Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten
Bogor
Selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Nama Yulianti
Pekerjaan Staff PT. Megahbuana Citramasindo
Alamat Jalan Kalibaru Barat IV RT 011, RW 07 Nomor 47
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta
Utara
Selanjutnya disebut Pemohon lli;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2012

memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Nurul Anifah,



S.H., dan M. Jodi Santoso, S.H., Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung

pada “Muhammad Asrun and Partners Law Firm” beralamat kantor di Gedung

Guru Jalan Tanah Abang Ill Nomor 24 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas

nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon,;

[1.3]

[2.1]

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

dengan surat permohonan bertanggal 10 Agustus 2012, yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas
Permohonan Nomor 300/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi dengan Nomor 82/PUU-X/2012 pada hari Rabu tanggal 29 Agustus
2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal

19 September 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

[.1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi”.

. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum”.



1.3.

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316, selanjutnya disebut UU 24/2003, Bukti P-3], sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-4), yang
berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; (3) memutus pembubaran partai politik. dan (4) memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum”.

. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa

dan mengadili pengujian atas Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945.

Il. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

l.1.

1.2.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011
menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang, yaitu: (a)
perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang; (c) Badan hukum publik atau privat; (d) Lembaga Negara’.

Bahwa para Pemohon yang terdiri dari serikat pekerja/buruh yang tugas dan
peranannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan,
pembelaan serta penegakkan hak-hak konstitusional buruh di Indonesia
sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar [Bukti P-5], dan juga terdiri

dari perseorangan yang bekerja sebagai pekerja/buruh yang tidak



1.3.

1.4

diikutsertakan menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pemberi

kerja tempatnya bekerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2)

dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011, para

Pemohon mempunyai kedudukan sebagai Pemohon dalam pengujian

Undang-Undang a quo.

Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan

batasan kumulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena

berlakunya suatu Undang-Undang, yang diatur dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, yang harus

memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat’.

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja telah diatur dalam

beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya oleh Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (UU 24/2011), yang mengatur tata cara kepesertaan untuk menjadi

peserta jaminan sosial yang hanya dapat didaftarkan oleh pemberi kerja.

Ketentuan yang hanya memberikan kewenangan kepada pemberi kerja

untuk dapat mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial,

telah membatasi hak konstitusional anggota para Pemohon serta
pekerja/buruh pada umumnya atas hak jaminan sosial, karena pemberi
kerja banyak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya

menjadi peserta jaminan sosial, sehingga anggota para Pemohon maupun



1.5.

pekerja/buruh yang tidak didaftarkan menjadi peserta jaminan sosial akan
kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari
tua dan meninggal dunia sebagai manfaat dari program jaminan sosial.

Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka pekerja/buruh yang
menjadi anggota para Pemohon atau bukan, dan nyata-nyata belum
didaftarkan menjadi peserta jaminan sosial karena pemberi kerja atau
perusahaan yang tidak bersedia mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam
program jaminan sosial, maka pekerja/buruh yang bersangkutan dapat
mendaftarkan dirinya menjadi peserta jaminan sosial, sehingga dapat
dipastikan pekerja/buruh akan mendapatkan hak atas jaminan sosial,
diantaranya perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari
tua dan meninggal dunia sebagai manfaat dari program jaminan sosial.

Bahwa selain berdasarkan uraian dalam paragraf I.2. dan paragraf 11.4.
tersebut di atas, dalam hal kedudukan hukum (legal standing) para
Pemohon yang juga sama dengan Pemohon dalam Perkara Nomor
70/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 70/PUU-
IX/2011 tertanggal 8 Agustus 2012, dalam pertimbangannya pada paragraf
[3.9] halaman 38, menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468, selanjutnya disebut UU 3/1992),
[Bukti P-6], yang berbunyi: “Program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam
hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”, dan Pasal 13
ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456,
selanjutnya disebut UU 40/2004), [Bukti P-7] yang berbunyi: “Pemberi kerja
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai
peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti”. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU

40/2004 mempunyai anak kalimat yang serupa dengan ketentuan Pasal 15



ayat (1) UU 24/2011, yang pernah diperiksa dan diadili Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi No. 337/PAN.MK/IX/2011 tanggal 27
September 2011 yang sudah diputus tanggal 8 Agustus 2012.

11.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa para Pemohon [Bukti P-
8, Bukti P-9, dan Bukti P-10] memiliki kedudukan hukum (/legal standing)
sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo
terhadap UUD 1945.

lILALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

[ll.1. Bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali,
termasuk pekerja/buruh sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD
1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat”, yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001, yang
menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional
dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan
terpadu.

[ll.2. Bahwa pada tanggal 25 November 2011, Pemerintah mengesahkan UU
24/2011, untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja/buruh
sebagai hak setiap orang tanpa terkecuali. Namun, hak pekerja/buruh
untuk mendapatkan jaminan sosial yang memberikan perlindungan atas
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia,
hanya didapatkan apabila pemberi kerja, mendaftarkan pekerja/buruh
tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011, yang berbunyi: “Pemberi
Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai
Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang
diikuti”.

[11.3. Bahwa telah menjadi hak dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan
jaminan sosial sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD
1945, tanpa terkecuali termasuk setiap masing-masing pekerja/buruh.
Namun hak pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan sosial, dengan

manfaat atas jaminan kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan



1.4

[1.5.

meninggal dunia hanya dapat terwujud apabila pemberi kerja mendaftarkan
pekerja/buruh tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bahwa hak atas jaminan sosial merupakan milik setiap orang,
sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat’.
Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo, dan juga Pemohon dalam
Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 yang didaftarkan pada tanggal 27
September 2011, telah mengajukan pengujian terhadap Pasal 13 ayat (1)
UU 40/2004, yang menyatakan: “Pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikuti”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor
70/PUU-IX/2011 tertanggal 8 Agustus 2012 [Bukti P-11], yang amar
pertimbangannya pada paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.13],
menyatakan: [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan,
ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek telah merugikan hak
konstitusional para Pemohon, karena perlindungan atas kecelakaan kerja,
sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia hanya dapat diperoleh
apabila pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja mendaftarkan
pekerja/buruh tersebut ke badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek, sedangkan
kewajiban pemberi kerja untuk secara bertahap wajib mendaftarkan
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN demi memenuhi hak konstitusionalitas
yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat’,
tidak terlaksana karena apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan
pekerjanya, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan sehingga
menurut para Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat
(1) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan,



“Program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang
kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib yang
didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja
atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh jtu sendiri yang
melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku”;

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) UU
Jamsostek yang menyatakan, “Program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam
hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”, dan Pasal
13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikuti”, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat”. Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas
membebankan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak
mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk
mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem
jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka
pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD
1945 tersebut. Oleh karena Undang-Undang hanya memberikan kewajiban
kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan
pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang
tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang
enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-

haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi. Hal tersebut



bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’;
Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja
mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja
(Jamsostek) atau penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi
perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk
perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama Pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4) UUD
1945] maka sudah seharusnya negara melalui peraturan perundang-
undangan memberikan jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut
sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam
Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 tertanggal 8 Agustus 2012, memutuskan:

Menyatakan:

¢ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

e Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468)
yang menyatakan, “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini’ bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai
meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program
jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah
nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan
sosial;

e Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468)
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yang menyatakan, “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini” tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri
sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan
apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada
penyelenggara jaminan sosial;

e Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468)
selengkapnya harus dibaca, “Program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam
hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja
berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas
tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak
mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial”;

e Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456) yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikuti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan
pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan
pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

e Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456) yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib

mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikuti” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai
meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program
jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah
nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;

e Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456) selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi
kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial’;

e Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

.6.

Indonesia sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka muatan materi dalam
ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 yang mempunyai frasa sama
dengan Pasal 13 ayat (1) UU 40/2004 yang telah dinyatakan konstitusional
bersyarat, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 haruslah
juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan
pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan
pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga Pasal 15
ayat (1) UU 24/2011 selengkapnya harus dibaca menjadi, “Pemberi kerja
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai
peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk

mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan
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pemberi Kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan

pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum

dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para

Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi pada Mahkamah

Konstitusi berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) yang
menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti’ bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika dimaknai
meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja
telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan
sosial.

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) yang
menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikut”’ dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai meniadakan hak
pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial
atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak
mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.

4. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)
selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib

mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang

diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program

Jjaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah

nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial’.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

[2.2]

sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1

10
11
12

Bukti P-1:

Bukti P-2:

Bukti P-3:

Bukti P-4:

Bukti P-5:

Bukti P-6:

Bukti P-7:

Bukti P-8:

Bukti P-9:

Bukti P-10:

Bukti P-11:
Bukti P-12:

Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;

Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

Fotokopi Anggaran Dasar Federasi lkatan Serikat Buruh
Indonesia (FISBI);

Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M.
Komarudin;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Muhammad
Hafidz;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Susi Sartika;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Yulianti;

Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
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70/PUU-IX/2011 tertanggal 8 Agustus 2012;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon

adalah mengenai pengujian materiil Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU BPJS) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan
terlebih dahulu hal-hal berikut:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. kedudukan hukum (/egal standing) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya
disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
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salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai

pengujian materiil Undang-Undang, in casu UU BPJS, terhadap UUD 1945 maka

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (/legal standing) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat

bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap

UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
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konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi

lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguijian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan penguijian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal
15 ayat (1) UU BPJS;

Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan
hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat
(83) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan karena para
Pemohon sebagai pekerja/buruh kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja,
sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia karena hak atas jaminan sosial
yang terbatasi akibat kewenangan menjadi peserta jaminan sosial hanya

kewenangan pemberi kerja atau perusahaan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah

akan mempertimbangkan pokok permohonan;
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[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah
konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan
dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena pasal
tersebut mempergunakan kata “dapat”, maka Mahkamah tidak harus mendengar
keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu
Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta
keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang
sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi
dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo
sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk
meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden,
sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus

permohonan a quo;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian
konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan, “Pemberi Kerja
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan
Sosial yang diikuti”. Menurut para Pemohon pasal a quo bertentangan dengan
Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas
Jjaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat”, dan karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak buruh/pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan
pemberi kerja. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (1) UU BPJS selengkapnya harus

dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
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sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri
sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi
kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial™:

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon I M. Komarudin dan Pemohon IIl Yulianti
dalam permohonan Nomor 70/PUU-1X/2011 mengajukan pengujian materiil Pasal
13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya di
sebut UU SJSN) yang redaksinya persis sama dengan redaksi Pasal 15 ayat (1)
UU BPJS yang dimohonkan pengujian materiil dalam permohonan a quo atas

alasan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian Undang-Undang berlaku secara umum (erga omnes) dan Pasal 60 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) menyatakan
“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” dengan pengecualian
pada ayat (2) yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” dan
dalam permohonan a quo selain redaksi pasal yang diuji yakni Pasal 15 ayat (1)
UU BPJS sama persis dengan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, demikian pula dengan
batu ujinya juga sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, akan tetapi karena
berada dalam dua Undang-Undang yang berbeda maka Mahkamah tetap

mengadili pokok permohonannya;
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[3.14] Menimbang bahwa oleh karena materi muatan norma dalam Pasal 15
ayat (1) UU BPJS sama persis dengan materi muatan norma dalam Pasal 13 ayat
(1) UU SJSN, demikian pula batu ujinya sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945,
maka pertimbangan dan amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUU-
IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) UU SJSN

mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan a quo;

[3.15] Menimbang bahwa dalam paragraf [3.13] putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUU-IX/2011, tanggal 8 Agustus 2012, Mahkamah antara lain

“

mempertimbangkan, “.. dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan,
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti”, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3)
UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat”. Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas
membebankan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,
akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan
tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga
kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban
membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang
dijamin dalam UUD 1945 tersebut. Oleh karena Undang-Undang hanya
memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk
mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun
Undang-Undang tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan
yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-

haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi ...”

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan, “Walaupun ada sanksi pidana atas

kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya
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dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau penyelenggara Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi
sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja
atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk
perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab negara, terutama pemerintah [vide Pasal 281 ayat (4) UUD 1945] maka
sudah seharusnya negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan
Jjaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak pekerja dapat

terpenuhi’;

[3.16] Menimbang bahwa dalam paragraf [3.13.3] Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011, Mahkamah antara lain mempertimbangkan,
“..Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang
diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja
apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan
konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah
nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial”:

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang tidak secara tegas memberikan
jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial harus dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat. Dengan demikian permohonan para

Pemohon beralasan menurut hukum;
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4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

1.1 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan, “Pemberi kerja
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai

peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan
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program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai
meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila
pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan, “Pemberi kerja
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai
peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti” tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas
tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata
tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial;

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256) selengkapnya harus dibaca,
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja
berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan
sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah
nyata-nyata  tidak  mendaftarkan  pekerjanya pada Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial”;
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2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil
Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.
Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim,
Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlii Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman,
Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para
Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan

Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Achmad Sodiki Muhammad Alim
ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi
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ttd. ttd.
Hamdan Zoelva Anwar Usman
ttd. ttd.
Harjono M. Akil Mochtar
PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Hani Adhani



